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ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud mengetahui bagaimana akuntabilitas serta
transparansi dari pemerintah desa dalam hal pengelolaaan keuangan yang ada
pada desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu. Di dalam
penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Selain_itu, data primer dan
sekunder merupakan sumber serta jenis-data yang dimuat dalam penelitian ini.
Selanjutnya;  dokumentasi serta. wawancara digunakan = dalam-. teknik dalam
pengumpulan data penelitian. Reduksi data, penyajian data dan Conclusing
Drawing merupakan teknik yang dipakai pada penelitian ini. Hasil penelitian
dalam hal Transparansi nya sudah cukup transparan, namun dalam beberapa aspek
penting untuk diawasi," terkait penyediaan. media /informasi maupun papan
informasi (Baliho) yang mengenal kegiatan yang sedang dijalankan desa pada
pelaksanaan keuangan pada dana desa sehingga mudah diakses atau dilihat oleh
masyarakat. Dalam hal Akuntabilitas pemerintah Desa Sidomulyo dapat dikatakan
cukup Akuntabel karena di Desa sidomulyo hanya memenuhi beberapa indikator
menurut PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 yakni pelaksanaan,
pertanggungjawaban, perencanaan, dan penatausahaan. .~ Namun dalam
Akuntabilitas laporan pengelolahan keuangan pada-.desa di Desa Sidomulyo
dalam pelaporan nya belum cukup sesuai dengan PERMENDAGRI No. 20 tahun
2018 dimana dalam penyusunan pelaporan perealisasian pelaksanaan pemerintah
tidak dapat keseluruhan laporan diminggu kedua juli-berjalan yang disebabkan
oleh adanya keterlambatan pencairan dana dari pusat kepada desa sehingga desa
terhalang dengan pengelolaan keuangan pada desa dimana mengakibatkan
rencana penggunaaan dana-desa terhambat dan jtidak sesuai  dengan rencana
pelaksanaan APBDesa dan adanya/perubahan’ Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa tahun anggaran 2020. Desa sidomulyo menggunakan aplikasi SISKEUDES
dalam mencatat segala transaksi yang terjadi pada Desa Sidomulyo Kecamatan
Lirik Kabupaten Indragiri Hulu.

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi, dan Akuntabilitas



ABSTRACT

This study intends to find out how the accountability and transparency of
the village government in terms of financial management in Sidomulyo Village,
Lyric District, Indragiri Hulu Regency. In this study using qualitative methods. In
addition, primary and.secondary data are the sources and types of data contained
in this study. Furthermore, documentation-and interviews were used in the
technique of-collecting research data. The data analysis technique starts from
data reduction, data presentation, and concluding drawing. The results of the
research in. terms of transparency are transparent enough, but in several
important aspects to be monitered, related toithe provision of information media
and information boardsy(Baliho) regarding activities being carried out by the
village on the implementation of finance in village funds so that it is easily
accessed or seen by the community. In terms of accountability, the government of
Sidomulyo Village can be said to be quite accountable because in Sidomulyo
Village it only-meets several indicators according to PERMENDAGRI No. 20 of
2018 namely .implementation, accountability, planning, and administration.
However, the accountability of financial management reports in villages in
Sidomulyo Village in its reporting is not sufficient In accordance with
PERMENDAGRI No. 20 of 2018 where in the preparation of reporting on the
realization of the government's implementation, ‘the entire report in the second
week of July was running due toe delays in disbursing funds from the center to the
village so that the village was hindered by financial management in the village
which resulted in the plan to use village funds being hampered and not in
accordance with the implementation plan APBDesa and ‘the changes in the
Village Revenue and Expenditure /Budget for the 2020 fiscal year. Sidomulyo
village uses the SISKEUDES application to record all transactions that occur in
Sidomulyo Village,Lyrics District, Indragiri Hulu Regency.

Keywords : Village Financial Management, Transparency, and Accountability
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BAB |

PENDAHULUAN

erdasarkan pada
gagasan masya erse . 3 1 yang berkaitan

ati pada sistem

berkaitan dengan itu salah satunya dalam pengalokasian dana milik desa. Selain
itu, hal ini membantu kemajuan pertumbuhan masyarakat desa dan pemberdayaan
desa dengan meningkatkan posisi desa sebagai pemerintahan masyarakat. Selain
itu, pemerintah mengumumkan rencana, yang dikenal sebagai Alokasi Dana Desa
(ADD), untuk menerapkan desentralisasi dalam keuangan untuk menjangkau

masyarakat yang mandiri.



Menurut Halim dan Kusufi (dalam Ismail et al., 2016) mengatakan bahwa
tujuan pokok pada akuntansi pemerintah. Dimana tujuan pokok tersebut terdiri
dari 3 poin utama yaitu: a) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk segera dan
sepenuhnya mengungkapkan semua informasi keuangan wyang relevan dengan
mereka - yang bertanggung jawab menjalankan lembaga pemerintah. Ini
memerlukan mengikuti aturan.dan membdat keputusan penggunaan sumber daya
yang bertanggung  jawab. b) penyediaan data Kkeuangan dengan tujuan
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengelolaan unit moneter,
pembuatan kebijakan, dan pengambilan keputusan, maupun menganalisis
keberhasilannya, disebut manajerial. Pemerintah dapat menggunakan data
keuangan ini pada implementasi sebelumnya ketika membuat keputusan di masa
depan. c) pengawasan yang dimana melaksanakan pemeriksaan aparatur
pengawasan dengan efisien dan efektif.

Akuntansi pemerintah bukan saja terdapat pada pemerintahan pusat, tetapi
melainkan terdapat pada pemerintah pedesaan, yang dimana diperlukannya
pertanggungjawaban pada semua anggaran dan kegiatan pelaksanaannya. Akan
tetapi, ada kalanya pihak atau internal dalam pelaporan pertanggungjawabannya
yang belum dapat menguasai dan mengerti pada akuntansi dalam pemerintahan.

Undang — Undang No. 6 Tahun 2014 terkait dengan desa menjabarkan terkait
penyelengaraan pemerintah pada desa diselenggarakan dapat didasarkan pada
prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip ini termasuk dalam penanganan
keuangan, dimana di kelola mengunakan azas Transparan serta bertanggung

jawab. Sebagai pertanggungjawaban keuangan desa, dengan menetapkan norma
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dan pedoman penyelenggaraan pemerintah desa, pemerintah melaksanakan fungsi
pengawasan serta pembinaan.

Pada PP No. 47 Tahun 2015 pasal 1 memberikan uraian terkait Alokasi Dana

distribusi

masuk pada

kabupaten' ata : ‘ 2 anja daerahnya. Sehingga
planning, as : peuntuk penerapan

distribusi d Desa. Pemba : d Jidasarkan selaras
pada peraturar ar  ya erlaku serta na 'y disusun  bersama
masyarakat

Adanya Alokasi | ' d akan sebagai model

Q . anwterdapat pelaksanaan good
governance di Indonesia ‘ : S garaan serta pelaksanaan negara
dimana bersih serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Hal itu
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, salah satu dasar hukum
negara Indonesia. Dimana pada pasal 3 terdapat azas tertib penyelengaraan
negara, azas transparan, azas akuntabilitas, azas kepentingan umum, azas

proporsionalitas, dan serta azas profesionalitas.
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Desa Sidomulyo ialah salah satu desa yang ada pada Provinsi Riau, Kabupaten

Indragiri Hulu, Kecamatan Lirik. Dengan memiliki batasan wilayah berupa bagian

Utara bersebelahan langsung serta berbatasan secara langsung dengan Desa

langsung
Kelurahan Seka 3S d lebih kurang 7
km? diman
perumahan
strategis dik
Udara didale tempat dimana
ada sebuah

ipan B. Desa

Sidomulyo di ‘yai ( 0 dan Sekretaris

Peraturan Bupati Indragiri Hulu No. 2 Tahun 2020 yang memuat tentang
pendistribusian Dana Desa untuk kawasan Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun
Anggaran 2020 dan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 terkait dengan
Pengelolaan keuangan desa dikelola atas dasar azas partisipasi, akuntabilitas,

perilaku tertib serta disiplin pada anggaran serta transparansi.
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Pada Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja

Pemerintah Desa Tahun 2020, Desa Sidomulyo menyelenggarakan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan

Pemberda

SRR

2 A%

=W’
‘t..i

Kerja Peme
Badan Per

Rencana Ke

Menurut

prosedur, dan pro
dua komponen:

QQ“ -’ dengan publik dan hak

masyarakat atas akses informa

Karena publik berhak mengetahui secara utuh dan terbuka bagaimana
pemerintah mengelola sumber daya dikuasainya serta sesuai dengan peraturan
dasar yang ada, transparansi adalah penyediaan informasi terkait dengan
keuangan yang terbuka dan benar kepada publik (SAP No. 71 Tahun 2010).
Terwujud nya transparansi ini sebagai berikut : a) terwujudnya informasi yang

mudah di pahami atau akses oleh masyarakat berupa terkait dengan pendanaan,
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tata cara pelaksanaan, serta bentuk maupun program kerja. b) publikasi,media,
serta rincihan keuangan. c) terwujudnya laporan yang kontiniu terkait dengan

pemberdayaan sumber daya pada perkembangan proyek yang bias diakses publik.

berdasarkan prinsip akuntabel, masyarakat merupakan objek yang memiliki hak

tertinggi terhadap pengelolaan keuangan desa. Maka dari itu dibutuhkan

Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil wawancara ke beberapa tokoh masyarakat yang dilakukan
terkait peran pemerintah setempat dalam perealisasian dari prinsip transparansi

yang memberikan kemungkinan kepada masyarakat dalam kemudahan akses



mendapatkan informasi yang terbuka terkait dengan keuangan desa serta Apakah
ada sebuah papan infirmasi mengenai laporan realisasi dan pertanggungjawaban
dikantor desa, Inisial (HN) mengatakan bahwasannya pemerintah desa sudah
menerapkan prinsip transparansi.namun tidak-semua informasi keuangan desa
dapat diakses oleh masyarakat biasa dan untuk mengenai papan informasi tersebut
beliau tidak melihat namun. /mengenai | papan, informasi Perubahan Anggaran
Pendapatan Belanja dan Desa pernah melihatnya tapi tidak begitu lama. Inisial
(IA) mengatakan masih kurang dalam menerapkan, karena semua informasi yang
disampaikan kemasyarakat tidak lengkap contoh nya saja papan informasi
mengenai Laporan realisasi dan pertanggungjawaban tersebut. Inisial (M)
mengatakan jika memungkinkan masyarakat untuk  mengetahui  informasi
keuangan secara seluas-luasnya, seharusnya pemerintah ada menginformasikan

secara melalui online seperti-web site dan sosial media lainnya.

Didasarkan pada fenomena yang diperoleh adalah Desa Sidomulyo belum
memaksimalkan prinsip transparansi dimana harus direalisasikan dikarenakan
tidak terdapat pembaharuan baliho Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan
Desa dan kurangnya pemerintah desa dalam memudahkan masyarakat untuk
mengakses informasi keuangan melalui media informasi seperti website dan sosial
media lainnya. Pengelolaan keuangan desa harus mengikuti prinsip Transparansi
sebagai indikatornya pada PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018, dimana
menjelaskan tentang Masyarakat diberitahukan tentang laporan terkait realisasi
kegiatan maupun Laporan terkait pengelolaan APBDes yang dimana dimaksud

dalam Pasal 72 dengan memanfaatkan sarana informasi yang mudah didapat.



Penjelasan tersebut menunjukan bahwasannya pemerintah harus melakukan
trasnparan terhadap masyarakat mengenai Laporan realisasi kegiatan dan Laporan
realisasi APBDesa agar terjalannya pedoman peraturan desa tersebut dan

masyarakat mengetahuil kegiatan.yang belum selesai dan sisa.anggarannya.

Selain Transparansi, Adapun pelaksanaan pemerintah desa yaitu Akuntabilitas.
Akuntabiltas merupakan, .pertanggungjawaban atas penatausahaan dana dan
penerapan peraturan dimana telah diamanahkan kepada suatu organisasi dalam
rangka pencapaian target yang telah ditetapkan secara berkala (SAP No. 71 th
2010). Hal ni untuk menyesuaikan antara pelaksanaan dengan standar prosedur
pelaksanannya,  ketika adanya kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan akan
diberikan sanksi, dan adanya output dan outcome.yang terukur. Akuntabilitas
menjadikan = sebuah indikator yang sangat penting dalam kemampuan
pemerintahan terhadap kepercayaan dari. masyarakat dan dimana sebagai salah
satu tolak ukur dari absah tidaknya partisipasi masyarakat. Dimana didasarkan
pada Indikator Akuntabilitas pada PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 terkait
laporan Keuangan Desa salah satunya Laporan realisasi pelaksanaan APBDes di
sampaikan sekurang-kurangnya minggu kedua di bulan Juli pada tahun berjalan.
Didasarkan dari fenomena tersebut, peneliti mengumpulkan data laporan
keuangan yaitu RKP, RPJM, Laporan Pertanggungjawaban dan pelaporan
perealisasian APBDes Semester |. Terdapat di Laporan Realisasi Pelaksanaan
APBDes bahwasannya desa dalam menyusun laporan lebih dari bulan juli tahun

berjalan.



Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu belum
mengoptimalkan pada memaparkan atau pembaharuan ulang terhadap papan
informasi Perubahan Angggaran Pendapatan Belanja dan Desa kemasyarakat,
sehingga kita dapat mengetahui_informasi..Perubahan Anggaran Pendapatan
Belanja dan Desa dari papan informasi atau baliho yang desa paparkan dan
mudahnya masyarakat mengakses linformasi melalui website atau media sosial
lainnya sebagai dasar menilai kebutuhan masyarakat terhadap laporan tersebut.
Desa ini melakukan keterlambatan penyusunan terhadap Laporan realisasi
Pelaksanaan APBDesa, sehingga hal ini sebagai untuk mengetahui informasi
laporan tersebut sebagai dasar menilai sebuah pertanggungjawaban desa itu
sendiri. Desa sudah menyajikan Papan informasi atau baliho yang memuat
laporan keuangan, tetapi belum melakukan pembaharuan ulang papan informasi
mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan Desa dan dalam tugas
pertanggunjawaban desa sudah dilaksanakan, tetapi belum sesuai waktu dalam

Penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaannya.

Berdasarkan penjelasan permasalahan yang.ada, peneliti bermasuksud perlu
mengetahui serta melakukan penelitian secara spesifik lagi tentang Transparansi
dan Akuntabilitas pada Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri
Hulu. Maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian ini dengan judul
Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa pada

pemerintahan Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu.
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1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latarbelakang sebelumnya, terkait dengan rumusan masalah

yang diangkat peneliti berupa Bagaimana Transparansi dan Akuntabilitas

itian tersebut
as pemerintah

scamatan Lirik

juga dapat menjadi nform untuk penelitian selanjutnya yang

lebih teliti.

2. Manfaat praktis yakni teruntuk Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik
Kabupaten Indragiri Hulu, penelitian ini dapat memberikan pembahasan
atas anggaran pemerintahan yang sesuai dengan peraturan daerah yang

ada.
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1.5 Sistematika Penulisan

Para peneliti memberikan ringkasan singkat berikut dari setiap bab sub-isi

sehingga pembaca dapat menerima gambaran singkat tentang topik yang akan

BAB Il1

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada Bab ini memuat gambaran umum mengenai Objek

Penelitian, hasil penelitian transparansi dan akuntabilitas.
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12

: SIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab ini memuat tentang kesimpulan dari keseluruhan isi

penelitian yang dilakukan serta memberikan saran terhadap
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BAB Il

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

transparansi @ erupa A5as erta anfaatan keuangan
desa, hal ini m ( ar saraka 1 3 euangan daerah dan

memiliki akse: : esarnya. Transpara an bahwa setiap

pengelolaan sumber daya publik. Ke aan ini perlu diwujudkan dalam bentuk
fakta keuangan dan fiskal yang relevan dan dapat dipahami. Transparansi terjadi
ketika peran dan tanggung jawab jelas, publik dapat diakses secara informal di
berbagai tahap proses penganggaran, dan kejujuran, informasi, dan pembenaran
dijamin. Transparansi didasarkan pada hak publik agar dilakukkannya secara

terbuka dan menyeluruh memahami tanggung jawab pemerintah dalam mengelola

sumber daya dan kepatuhannya terhadap hukum dan peraturan.

13
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Menurut Mahmudi (2011) Transparansi adalah pelaksanaan tugas dan
operasional yang dapat diakses oleh masyarakat umum, dimulai dari proses

pembuatan kebijakan dan berlanjut melalui perencanaan, pelaksanaan,

proses pen a L < keluarkan oleh
penyelenggaraa _ i ;' SeCa 'P e ﬂi eri ruang yang
cukup bagi masyarakat t rpartisipasi sec amnya. Transparansi

dibangun atas dasar & i h proses pemerintahan,

2. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan
3. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakatakan lebih
mampu mengukur Kinerja pemerintah

4. Meningkatkan  kepercayaan terhadap komitmen pemerintahuntuk

memutuskan kebijakan tertentu.
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5. Menguatkan kohesi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah
akan terbentuk.

Transparansi dapat didefinisikan sebagai kesediaan organisasi untuk memberi

Transparansi

e. Adanya pembagian peran dan tanggungjawab yang jelas dari masing-
masing tingkat pemerintahan
2. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran
a. Adanya keterbukaan dalam rangka kerja anggaran

b. Diumumkan setiap kebijakan anggaran
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Dipublikasikan hasil laporan anggaran (yang telah diaudit oleh
lembaga yang berwenang)

Adanya dokumentasi anggaran yang baik yang mengandungb beberapa

Indikator

No.

“Laporan pelaksanaan APB Desa Semester pertama
1. | disampaikan kepada kepada Bupati/Wali Kota melalui camat”.

“Laporan realisasi APB Desa,laporan realisasi kegiatan, dan

laporan pertanggungjawaban realisasi APBdesa
2. | diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi”.

“Laporan informasi mengenai jika ada kegiatan yang belum
3. | selesai atau tidak terlaksana dan Sisa Anggaran”.

“Melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa untuk
4. | membahas dan menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa”.
5. | “Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang diikuti oleh
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Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Unsur
Masyarakat”.

Sumber : Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20
Tahun 2018

pemegang en la desa dz , memberikan
pertanggungjawa ‘ - - me : jungkapkan segala
aktivitas d i ‘menjadi tanggun : yada pihak pemberi

amanah : ewenangan  untuk

b. Indikator Akuntabilitas

Menurut Sholihin dalam (Purwadewi, et al 2017) mengatakan bahwa
indikator minimum akuntabilitas yakni :
1. Adanya Kkesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur
pelaksanaan
2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam

pelaksanaan
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3. Adanya output dan outcame yang terukur

Perangkat indikator akuntabilitas yakni :

1. Adanya Standart Operating Procudere dalam

18

2. Penyelen rintah
3. € n
4. j 'SM
NS
5. La a}P
6. La u
7. Sist .
8. Sist = =
9. Me reward and punishment
Didasar me oran keuangan
desa harus a esual t \s‘sba
KANBA
No. n
N an cangan Peraturan
1 Desa an RKPDesa tahun
" | berkena e an APBDesa ysng diatur
dengan pera ota setiap tahun”.
9 “Sekretaris Desa paikan rancangan peraturan Desa
" | tentang APBDesa kepada Kepala Desa”.
“Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan
3. | oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa
untuk dibahas dan disepakati bersama”.
“Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah
4. | disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada
Bupati melalui camat”.

Sumber : Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20

Tahun 2018



Tabel 2.3
Tahap Pelaksanaan Akuntabilitas
No. Indikator
“Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan
penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan

L melaluiv. rekening kas Desa pada sbank yang ditunjuk
Bupati/wali kota”.
5 “Rekening kas Desa dibuat oleh pemerintah desa dengan

spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan.
Sumber : Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20
Tahun 2018

Tabel 2.4
Tahap Penatausahaan Akuntabilitas

No. Indikator

1 “Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan
" | sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan”.

9 “Penatausahaan  dilakukan ' dengan™ mencatat setiap
" | penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum”.

3 “Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir
" | tahun”.

Sumber : Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20
Tahun 2018

Tabel2:5
Tahap Pelaporan Akuntabilitas

No. Indikator

“Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa
semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat”.

1
2. | “Laporan pelaksanaan APBDesa”.
3. | “Lapangan realisasi kegiatan”.

“Kepala Desa menyusun-laporan sebagaimana dimaksud
4. | pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan
paling lambat minggu kedua bulan juli tahun b erjalan”.

Sumber : Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20
Tahun 2018

Tabel 2.6
Tahap Pertanggungjawaban Akuntabilitas

No. Indikator

“Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban
1. | realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir
tahun anggaran”.

2. | “Laporan pertanggungjawaban sebagimana dimaksud pada

19
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ayat (1) disampaikan paling lambat tiga bulan setelah akhir
tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan
desa”.

“Laporan pertanggungjawaban realiasasi APBDesa terdiri
dari laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar

pencapaian

lembaga or
kerja, orga

rencana

Undang-Undang No. mor 6 Tahun 2014. Lalu, di dalam ayat (2) disebutkan

bahwa penerimaan, pengeluaran, pembiayaan, dan penatausahaan keuangan desa
bersumber dari adanya hak dan kewajiban. Menurut Permendagri No. 20 Tahun
2018 Pasal 2 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Desa, dana desa wajib
dikelola secara tertib, disiplin anggaran, dan berdasarkan prinsip yang transparan,

akuntabel, dan partisipatif. Tahun anggaran desa yang berlangsung dari tanggal 1
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Januari sampai dengan 31 Desember adalah satu (satu) tahun. Sebagai pemilik
kewenangan pengawasan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,

kepala desa mempunyai wewenang sebagai berikut:

engarah  pada

Proses Siklus Pengelolaan Keuangan Desa
SIKLUS
PENGELOLAAN => PERENCANAAN => PELAKSANAAN
KEUANGAN DESA
PERTANGGUNGIJAWABAN <: PELAPORAN <:I PENATAUSAHAAN

Sumber : https://www.bpkp.go.id
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Jelas dari siklus atau gambaran pengelolaan keuangan di atas bahwa terdapat
peraturan-peraturan untuk tiap proses pengoperasian keuangan desa harus

dimengerti serta direalisasikan dalam kerangka waktu tertentu. Contoh berikut

meliputi

tah desa untuk

a) Kebijakan kabupaten dan kota dikoordinasikan pada kebijakan
Desa dan RKPDesa.

b) Pedoman penyusunan APBDesa.

c) Pedoman Kesiapsiagaan Anggaran Desa

d) Persiapan teknis APBDesa

e) Fitur unik lainnya.
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4) Isi usulan Perdes tentang APBDes diambil dari rancangan APBDes

yang dikembangkan.

b. Pelaksanaan.

Menurut Permendagri 20 tahun 2018 membahas hal yang berkaitan pada
tata usaha. Dimana dalam peraturan ini memuat hal-hal yang khusus
dengan penatausahaan.

1) Kepala Keuangan melakukan administrasi keuangan dalam

implementasi fungsi perbendaharaan.
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2) Setiap penerimaan serta pembayaran dimasukkan ke dalam buku
kas umum oleh bagian keuangan.

3) Setiap tahun, pencatatan dalam buku kas umum yang disebutkan

a Sekretaris
berikutnya

ada setiap akhir

dengan pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun
berjalan.
e. Pertanggungjawaban

Dalam laporan pertanggungjawaban keuangan dari pemerintah desa harus

memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Dimana Kkriteria tersebut
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diruraikan pada Permendagri No. 20 tahun 2018pasal 70. Dalam peraturan
tersebut memuat beberapa kriteria dimana:

1) Setiap akhir tahun anggaran, Kepala Desa menyampaikan laporan

kepa ota atas pencapaian

‘\\\\\“ '0.

masyarakat, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 72 bahwa:
1) Laporan sebagaimana dimaksud pasal 68 dan 70 diinformasukan
melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

memuat : laporan realisasi APBDdesa, laporan realisasi kegiatan,
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kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana, sisa anggaran

dan alamat pengaduan.

2.1.4. Pendapatan Desa dan Belanja Desa

tahun angg

8 2

untuk men

PY
o
w
ot
[

pertambangan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lain
dan tidak untuk diperjualbelikan, merupakan sumber pendapatan
tambahan yang dapat dikelola oleh desa.

b) Hasil Aset, seperti pasar desa, jaringan irigasi, tambatan perahu dan
tempat pemandian umum.

c) Swadaya, Partisipasi serta Gotong Royong
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d) Hasil pungutan desa.

2. Pendapatan Transfer Desa

Pendapatan transfer desa adalah pendapatan desa yang diperooleh dari

belanja daerah. Dimana belanja desa adalah jumlah total pengeluaran dari
rekening desa selama satu tahun anggaran yang menjadi tugas desa tetapi tidak
akan diganti oleh desa. Pelaksanaan kewenangan desa dibiayai oleh belanja

daerah.

Kategori berikut membentuk kategorisasi pengeluaran desa:

1. pemerintah desa



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

28

2. Mempraktikkan pembangunan desa

3. pembangunan masyarakat di desa

4. pemberdayaan masyarakat di desa

esa dengan dasar

hukum P 3 Ta . Dimana dalam pe ; ' engatur terkait

lebih dari 30% dari keseluruhan anggaran desa.

3. Operasional pemerintah desa.
4. Tunjangan serta biaya operasional BPD

5. Insentif rukun tetangga serta warga
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2.1.5 Alokasi Dana Desa (ADD)

a. Pengertian Alokasi Dana Desa

Menurut PP No. 47 Tahun 2015, penyaluran dana desa berupa dana

Khusus

mengalokasikan uang e dalz dapatan d y ja daerahnya
setiap tahu | g Se . yan yang diperoleh
kabupaten ats a dialokasika a: alokasi khusus
dikurangi dz

Pertimbanga

Pengelolaan Alokasi Dana Desa mempunyai prinsip-prinsip yakni
diantaranya :
1. Sebuah bagian yang penting sehingga tidak memungkinkan terpisahkan

dari pengelolaan keuangan desa.
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2. Keseluruhan kegiatan direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara

terbuka, dimana melibatkan seluruh masyarakat desa serta dana yang

didanai Alokasi Dana Desa

setelahnya.
a. Pene

Sisa

untuk kegiatan tindak ara bersama-sama disebut SILPA.
Kebutuhan cadangan dianggarkan untuk menggunakan dana cadangan, dan
biaya tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan dan
belanja desa pada saat dana tersebut diterima.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Menurut undang-undang desa, pembentukan dana cadangan dan

penyertaan modal lokal berfungsi sebagai cara untuk membiayai
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pengeluaran. Pemerintah desa dapat membentuk dana cadangan untuk
membiayai proyek-proyek yang tidak dapat dibiayai secara bersamaan

pada tahun anggaran tertentu. Peraturan desa menjelaskan faktor-faktor

tiap tahun
hun untuk
tidak
2.1.7. Pe
Menurut Permendagri N ‘ 018, garan pendapatan

dan belanja

engubah jenis

d. Tahun yang bersangkutan akan memanfaatkan sisa tabungan dan surplus
pengeluaran dari perhitungan keuangan tahun berjalan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa hanya dapat dilakukan satu kali

revisi setiap tahun anggaran. Proses pengajuan revisi APBDesa sama dengan

proses penetapan APBDesa.
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2.2. Hipotesis

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah dan telaah pustaka maka

dapat diketahui hipotesis adalah Pengelolaan Keuangan Desa di Pemerintahan

belum Transparan

S SRS\ & » R

0
£
| »

V=

ML
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METODE PENELITIAN

itatif yang

ngan  cara
mendiskripsik ENge engelolz 4 : dari tahap
perencanaan, ta aksanaan laporan, dan tahap
pertanggungjawa i Sidc ec abupaten Indragiri
Hulu. Sehi

enggambarkan

desa dengan

menurut Permendagri 20 Tahun 2018 yang dimana pada Laporan realisasi APB
Desa,laporan realisasi kegiatan, dan laporan pertanggungjawaban realisasi

APBdesa belum diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

33
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3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber Data yaitu menggunakan jenis data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Dokumentasi dan Wawancara.
1. Dokumentansi
Menurut Sugiyono(2021) menjelaskan terkait dengan dokumentasi berupa
sebuah kumpulan analisis berupa uraian dari histori yang telah berlalu.
Dimana dari analisis tersebut digambarkan dalam berbagai bentuk berupa
tulisan, karya berupa monument ataupun gambar. peneliti memperoleh dari

dokumen administrasi berupa arsip yang telah dikumpulakan dan dimiliki
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oleh Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, yakni

mengumpulkan data secara membuat copy dari arsip asli dokumen

tersebut, yakni berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Laporan

PERMENDAGRI . 20 Tahun 2018 dan Teori Menurut

Andrianto (dalam Widiyanti 2017) sebagai pedoman pengukuran

transparansi yang sebagai berikut.

Tabel 3.1
Indikator Transparansi
No. Indikator
1 “Laporan pelaksanaan APBDesa Semester Pertama
" | disampaikan kepada Bupati/wali kota camat”
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“Laporan realisasi APB Desa,laporan realisasi kegiatan,
dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBdesa

2 diinformasikan kepada masyarakat melalui media
informasi”
3 “Laporan informasi mengenai jika ada kegiatan yang

belum selesai atau tidak terlaksana.dan Sisa Anggaran”
“Melakukan. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa
4. |untuk membahas dan menyepakati Rencana Kerja
Pemerintah Desa”

“Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang diikuti
5. | oleh Pemerintah Desa, ‘Badan Permusyawaratan Desa,
dan.Unsur Masyarakat”

Sumber : Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No.
20 Tahun 2018

2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sidomulyo
Adapun untuk mengukur Akuntabilitas pada Pengelolaan
Keuangan yang ada pada desa Sidomulyo peneliti menggunakan
PERMENDAGRI «No. 20+ Tahun 2018 sebagai pedoman

pengukuran Akuntabilitas yang terdiri beberapa tahap antara lain

yakni :
Tabel 3.2
Indikator Perencanaan
No. Indikator

“Sekretaris Desa  mengoordinasikan  Rancangan
Peraturan. . Desa ‘tentang APBDesa berdasarkan
1. | RKPDesa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan
APBDesa ysng diatur dengan peraturan Bupati/Wali
Kota setiap tahun”

“Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan

2 Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa”
“Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa
3 disampaikan olen Kepala Desa kepada Badan

Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati
bersama”

“Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang
4. | telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa
kepada Bupati melalui camat”




Sumber : Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No.
20 Tahun 2018
Tabel 3.3

Indikator Pelaksanaan
No. Indikator
“Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan
penerimaan.dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan
melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk
Bupati/wali kota”
“Rekening kas Desa dibuat oleh pemerintah desa
2. | dengan.spesimen: tanda: tangan kepala desa dan kaur
kenangan”
Sumber : Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No.
20 Tahun 2018

Tabel 3.4
Indikator Penatausahaan

No. Indikator

1 “Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan
" | sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan”

2 “Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap
" | penerimaan dan pengeluaran dalam bukukas umum”

3 “Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir
" | tahun”

Sumber : Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No.
20 Tahun 2018
Tabel3.5

Indikator Pelaporan
No. Indikator
“Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan
1." | APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota
melalui camat”
2. | “Laporan pelaksanaan APBDesa”
3. | “Lapangan realisasi kegiatan”
“Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh
laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun
berjalan”

37

Sumber : Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No.

20 Tahun 2018

Tabel 3.6
Indikator Pertanggungjawaban
No. Indikator
“Kepala Desa menyampaikan laporan

1. | pertanggungjawaban  realisasi APBDesa kepada
Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran”
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“Laporan pertanggungjawaban sebagimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan paling lambat tiga bulan
setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan
dengan peraturan desa”

“Laporan pertanggungjawaban realiasasi APBDesa
erdiri dari laporal oran realisasi kegiatan,

menyusun secara sistematis data oleh Berdasarkan hasil wawancara,
catatan lapangan dan dokumen, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam
kategori, memecahnya menjadi unit, Melakukan sintesis, menyusun menjadi pola,
memilih mana yang penting, akan diteliti dan ditarik kesimpulan sehingga mudah
dipahaami oleh diri sendiri maupun orang lain. Pada penelitian ini analisis datanya

menggunakan model Miles and Huberman dalam sugiyono(2021), Berikut

langkah-langkah aktivitas dalam analisis data :
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1. Reduksi Data
Reduksi data ialah perangkuman hal penting hingga menetukan tema.

Sehinga dapat memunculkan interpretasi yang lebih jelas, serta

an, yakni untuk
gan persamaan

perbagai jawaban



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pasir Ringg

dan bertani

sebuah per

Jawa. Jumla

Hasilnya, diputuskan bahwa Pak Paiman, Pak Kromo Karso, Pak Sukardi, dan
Pak Paiman masing-masing menguasai dusun Sidomulyo dari tahun 1948 sampai

1953, 1953 sampai 1957, dan 1957 sampai 1958.

Awal tahun 1959, ada dua calon kepala desa yang mencalonkan diri: Pak
Umar Hasan dan Pak Kemin S. Saat itu ada 350 pemilih yang hadir, dan ketika

pemungutan suara dilakukan dengan cara mengumpulkan tongkat, Pak Umar

40
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Hasan mendapat 100 suara. Maka dengan kemenangan ini Bapak Kemin. S
dinyatakan sah menjadi Kepala Kampung, dan beliau menjabat dari tahun 1959

sampai dengan tanggal 30 Oktober 1990. Pada tanggal 07 Oktober 1990 di adakan

pemilihan Kepala h 3 calon yaitu :

1.

2. '

3. sut ﬁ"

Dari :; suara, Bapak
Syafrudin : endapat 457 suara
sedangkan S 'ﬁ‘ a Tatang Suyono
terpilih seba ; : ri tahun 1990-
1999. Kemu ﬂ’ da han kepala desa

2. Suradi

3. Misnirso

Dari hasil perhitungan suara ternyata Bapak Suradi memperoleh suara
terbanyak sehingga beliau sah menjadi Kepala Desa Sidomulyo yang masa
jabatannya dari tahun 1999-2007. Setelah habis masa jabatannya, diselenggarakan
pemilihan kembali untuk memilih kepala desa dimana terdapat 3 calon kepala

desa yaitu:

1. Suradi
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2. Suherman

3. Budiyanto

Dan pada pemilihan. ini Bapak Suradi kembali me

42

peroleh suara terbanyak
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Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik
Kabupaten Indragiri Hulu

KEPAI
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N&Rﬁﬁﬁs IS fs

NCANAAN
TINAS Pd.l
— A —_
KEPALA SEKSI E N P.ﬂ'ﬂiiE El bt K HTERAAN
FINALI TO NI, 5T
KEPALA DUSU 3 ALA DUSUN IV
OKTARIAN WIDIYANT! ARNANANG

Sumber : Kantor Des

4.1.3. Visi dan Misi Desa Sidomulyo

1. Visi

Adapun visi Desa Sidomulyo adalah Membangun bersama dengan iman

dan kerja keras menuju masyarakat sejahtera dan mulia.

2. Misi
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Adapun misi Desa Sidomulyo sebagai berikut :

1. Mengembangkan dan meningkatkan usaha kecil dan menengah

beberapa wilayah seperti :

1.

2. Bagian Selatan bersebelahan Desa Japura

Bagian Utara bersebelahan Desa Gudang Batu

3. Bagian Timur bersebelahan Desa Pasir Ringgit
4. Bagian Barat bersebelahan Kelurahan Tanah Merah dan Kelurahan Sekar

Mawar.
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Luas wilayah Desa Sidomulyo adalah lebih kurang 7 Km? dimana 80%

adalah berupa daratan yang hampir 70% berupa daerah untuk perumahan

sisanya adalah untuk perkebunan dan pertanian. Letak Desa Sidomulyo sangat

desa melibatkan Pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Daerah, dan Unsur
Masyarakat. Sehingga dalam pengerjaan kegiatan fisik dan dalam pengambilan
keputusan progam kegiatannya melalui papan informasi yang dipampang di
kantor desa agar masyarakat mengetahui program apa saya yang didanai oleh
pemerintah desa dan masyarakat lebih mudah untuk mengawasi dalam

pelaksanaan kegiatan pembangunan desa apabila ada kendala dan penyimpangan.
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Adanya respon positif dari masyarakat akan terwujudnya good governance itu

sendiri terhadap pemerintah desa

Adapun untuk gukur transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa

nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

Bupati/Wal
melalui camat”. epada camat
“Laporan realisasi epa Kepala desa
APB Desa,laporan | Tokoh menginforma
realisasi kegiatan, | Masyarakat | sikan
dan laporan Laporan
pertanggungjawaba realisasi APB
n realisasi Desa kepada
APBdesa masyarakat. S
diinformasikan Tetapi,
kepada masyarakat Media
melalui media Informasi
informasi”. yaitu baliho
yang telah di
pasang tidak
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dan menyepakati
Rencana Kerja

bertahan
lama yang
dikarenakan
oleh faktor
cuaca dan

n Desa untuk

Pemerintah Desa”. membahas
dan
menyepakati
Rencana
Kerja
Pemerintah
Desa

“Musyawarah Kepala Desa | Dalam

Rencana Tokoh Musyawarah

Pembangunan Desa | Masyarakat Rencana

yang diikuti oleh Pembanguna

Pemerintah Desa, n Desa ini di
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Badan ikuti oleh
Permusyawaratan Pemerintah
Desa, dan Unsur Desa, Badan
Masyarakat” Permusyawar
atan Desa,
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masyarakat yang diperlukan dapatkan  sebuah informasi yang
dibutuhkan oleh peneliti yaitu Inisial HN, IA, dan M mengatakan bahwa
pemerintah desa sidomulyo telah mengajak masyarakat untuk Musyawarah
Rencana Pembangunan Desa untuk menyusun rencana pembangunan di desa
sidomulyo dan pemerintah desa dalam transparansi nya juga menginformasikan
bentuk pertanggungjawabaan pemerintah desa kepada masyarakat melalui media

informasi yakni baliho. Akan tetapi, baliho yang dipasangkan tidak dapat bertahan
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lama di karenakan faktor cuaca atau kondisi alam, sehingga sebagian masyarakat
belum dapat untuk melihat laporan tersebut dan pemerintah desa tidak melakukan

pembaharuan ulang terhadap media informasi tersebut

'y

o
@
w
Y
o
QD
S
=

dipasangka

AN

) Y BN

S )
e |
:

alam, sehi

dan peme

indikator mini
1. Adanya standar prosedur
pelaksanaan
2.Adanya sanksi yang esalahan atau kelalaian dalam

pelaksanaan

3. Adanya output dan outcame yang terukur

Adapun untuk mengukur Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa di
Desa Sidomulyo disesuaikan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik
Indonesia No. 20 Tahun 2018 dan teori Dadang Solihin (2007) sebagai pedoman

pengukuran Akuntabilitas yang terdiri beberapa tahap antara lain yakni :
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1. Perencanaan

Pada Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 tahun 2018

pasal 31 ayat

menjelaskan terkait perencanaan dimana di dalamnya

1 Keterangan
| Sesuai(S),

No Belum
' Sesuai(BS),
3elum Terjadi
(BT)
1. S
pedoman
penyusunan
APBDesa ysng
diatur dengan
peraturan
Bupati/Wali Kota
setiap tahun”.
“Sekretaris Desa Sekretaris Sekretaris
menyampaikan menyampaikan
rancangan rancangan
5 peraturan Desa peraturan desa s
" | tentang APBDesa yakni tentang
kepada Kepala APBDesa
Desa”. kepada kepala
desa
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“Rancangan
peraturan Desa
tentang APBDesa
disampaikan oleh
Kepala Desa
kepada Bada

2018

Kepala
Desa

Kepala desa
menyampaikan
Rancangan
peraturan desa
tentang

menyampaikan usulan peraturan desa APBDes kepada Badan Permusyawaratan

Desa untuk dikaji dan diperdebatkan. Camat menyampaikan rancangan peraturan

Desa yang telah disepakati bersama kepada Bupati.
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2. Pelaksanaan

Pasal 43 ayat (1) PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 menyebutkan

No.

N ueeyesndidg
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Bupati/wali

kota”
“Rekening kas ekening kas
Desa dibuat oleh yang dibuat
pemerintah desa dengan

9 dengan spesimen

" | spesimen tanda tandatangan

tangan kepala kepala desa
desa dan kaur dan kaur
keuangan”. keuangan

Sumber : Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun

2018

Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20

Tahun 2018 dan teori akuntabilitas yang menyatakan pemerintah Desa Sidomulyo
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menangani penerimaan serta penyelenggaraan desa menggunakan rekening kas
desa yang ditunjuk dari Bupati/Walikota, dari dokumen yang didapatkan serta

wawancara yang telah dilakukan, ditemukan pada perealisasian

pertanggungjawab

Pasal 63 ayal : 0 ‘u gatur terkait
departeme e nenye : C eu sebagai

pelaksana f

No.

1. i
sebagai
pelaksana
fungsi
kebendaharaan”
“Penatausahaan | Kaur Pada Penataushaan
dilakukan Keuangan | desa Sidomulyo
dengan Foto mencatat
mencatat setiap | Tampak penerimaan dan
penerimaan dan | Depan pengeluaran pada
2. | pengeluaran Dokumen | kas umum. S
dalam buku kas Namun, disaat
umum?” peneliti meminta
dokumen buku kas
umum tidak
diberikan. Hanya
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memperbolehkan
mendokumentasika
n dengan foto
tampak depan

buku kas umum

4. Pelaporan

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 tahun
2018 pasal 68 ayat (1) menjelaskan terkait pelaporan yang dilakukan Kepala Desa
terkait dengan pelaksanaan APBDes pada semester awal ke walikota/ Bupati

dengan perantara Camat.
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Tabel 4.5
Indikator Pengukuran Tahap Pelaporan Akuntabilitas
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Keterangan
Sesuai(S),
. Belum
No. Indikator Sesuai(BS),
Belum Terjadi
1.
2.
realisasi
kegiatan”
3. = S
Belanja Desa
Pemerintah
Desa Sidomulyo
Tahun 2020
“Kepala Desa Kepala Desa | Kepala Desa
menyusun Kaur menyusun
laporan Keuangan laporan dengan
sebagaimana menggabungkan
4. i BS
dimaksud pada semua laporan
ayat (2) dengan namun tidak
cara tepat pada

menggabungkan

minggu kedua
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seluruh laporan bulan juli tahun
paling lambat berjalan
minggu kedua
bulan juli tahun
berjalan”.
Sumber : PeraturandMenteri dalam Negeri Republiklndonesia No. 20 Tahun

D Pengolaan
enteri dalam

bilitas dimana

5. Pertanggungjawaban

Penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksana anggaran desa dilakukan
tiap akhir tahun dari kepala desa Setiap akhir tahun anggaran dari Kepala Desa ke
Bupati/ Walikota melalui camat. Dimana hal tersebut berimbang dengan Peraturan

Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 Pasal 70 (1).
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Tabel 4.6

Indikator Pengukuran Tahap Pertanggungjawaban Akuntabilitas

No.

Indikato

tanggungjawed

di d

a

di

pa tiga
bulan'se

akh

ang

berke

ditetap

peratura

“Laporan
pertanggungj

an realiasasi
APBDesa terdiri
dari laporan
keuangan, laporan
realisasi kegiatan,
daftar program
sektoral, program
daerah, dan
program lainnya
yang masuk ke
desa”.

Hasil
Wawancara/
D

Sumber

AS |
rSiT tg}?@w

lisasi

4 T
esa perta
=¥ waba
- | disam

ga

EKAN ARY

Keterangan
Sesuai(S),
Belum
Sesuai(BS),
elum Terjadi
BT

0
Si
aksanaan

Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Desa
Pemerintah
Desa
Sidomulyo
Tahun 2020.
Lampiran 4 :
Laporan
Pelaksanaan
Anggaran
Pendapatan dan

57
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Belanja Desa
Semester
Pertama Tahun

Anggaran
2020.

Berdasarks - ang te g ancara yang telah

dilaksanaka ' - dokume : : tahap
pertanggungjawaba unt : : '_ gelolaa ngan desa di Desa
Sidomulyo egeri Republik
Indonesia N erintahan Desa
Sidomulyo z : erte n.realisasi APBDesa

kepada

Tahun 2020. Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Semester Pertama Tahun Anggaran 2020, dan perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan Indikator-Indikator pengukuran Akuntanbilitas yang telah di
paparkan diatas maka dapat diketahui bahwa dalam hal Akuntabilitas Desa

Sidomulyo dapat dikatakan Cukup Akuntabel karena dalam untuk memenuhi
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indikator yang sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia
No. 20 tahun 2018 dan Teori Akuntabilitas. Desa Sidomulyo hanya memenubhi

beberapa indikator yakni Perencanaan, Pelaksanaan, Penaatausahaan, dan

tidak dapat
ahun berjalan

pusat kepada
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan
disimpulkan

Hulu dalam

b e

hal-hal yang

penting un masi maupun

papan info g dijalankan desa

dalam hal au dilihat oleh

O

publik. ’

Namun, p : dapat dikatakan
cukup Akuntz Desa ' N ori. Akuntabilitas dan
beberapa indi ' n Me eri Republik Indonesia
No. 20 Tahun penataushaan, dan
pertanggungjawaban. AN te untabilitas Pelaporan pengelolaan
keuangan desa di Desa 0 da penyusnannya belum sesui pada

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 tahun 2018. Desa
sidomulyo menggunakan aplikasi SISKEUDES dalam mencatat segala transaksi —
transaksi yang terjadi pada Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri
Hulu yang bertujuan dalam rangka peningkatan kapasitas pada pemerintah desa

dalam Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
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5.2. Saran

1. Pemerintah desa harus lebih memperhatikan megenai penyediaan informasi

tentang pengolaan.anggaran desa yang di an, pemerintahh desa

£ 0 bl

wAN2AELN N

N
L8 8

mempe paikan untuk

kepada dalam Negeri

Republ
2. Bagi pe lagi mengenai
transpare ngga dapat untuk
mengemban abilitas terhadapa

pengelola
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